







Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  yang dilakukan terhadap  
hasil  penelitian  dalam  Bab  II, dapat disimpulkan peran kedamangan dalam 
menyelesaikan konflik pemanfaatan Bukit Puruk Kambang antara masyarakat 
hukum adat Suku Dayak Siang dan PT. Indo Muro Kencana sesuai dengan tugas 
dan fungsi Damang Kepala Adat berdasarkan hukum adat Suku Dayak Siang dan 
tata cara penyelesaian sengketa atau konflik menurut hukum adat Suku Dayak 
Siang. Kedamangan yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat berperan sebagai 
wakil dari masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang dalam musyawarah, 
Damang Kepala Adat berperan sebagai pimpinan adat dalam melakukan sumpah 
adat terhadap PT. Indo Muro Kencana, Damang Kepala Adat berperan sebagai 
hakim adat dalam memberikan putusan dan sanksi terhadap PT. Indo Muro 
Kencana dan Damang Kepala Adat berperan sebagai mitra Dewan Adat Dayak 
Kabupaten Murung Raya dalam upaya penyelesaian masalah melalui Surat 
Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan  
Situs  Puruk  Kambang  sebagai  Kawasan  Cagar  Budaya  Kabupaten Murung 
Raya. Kedamangan juga telah melakukan perannya berdasarkan Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat 








Sesuai dengan Manfaat Penelitian serta Kesimpulan yang diperoleh 
dalam   penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Murung  Raya,  Provinsi 
Kalimantan Tengah, maka penulis memberi saran sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, agar dapat melakukan 
tindak lanjut pembentukan peraturan daerah tingkat Kabupaten untuk 
memperkuat peran Kedamangan di Kabupaten Murung Raya dalam 
struktur Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pemerintah 
Daerah Kabupaten Murung Raya juga harus melakukan  sosialisasi  dan  
penyuluhan  hukum  peraturan  daerah tersebut serta melakukan 
pemberdayaan  masyarakat  hukum  adat  guna meningkatkan  
pengetahuan  terkait pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan 
kedudukan Kedamangan di dalam masyarakat hukum adat. Sehingga 
masyarakat hukum adat dapat mengerti dan  berperan  aktif menunjang 
akselerasi  pembangunan  daerah. 
2. Bagi masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang, agar masyarakat dapat  
menjaga, mempertahankan dan melestarikan kekayaan budaya. 
Masyarakat hukum adat juga harus mempersiapkan diri  secara  optimal, 
untuk menghadapi perkembangan zaman, baik  melalui  pendidikan formal 
maupun informal sehingga memiliki pengetahuan yang cukup tentang 
pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. 
3. Bagi Kedamangan dan Damang Kepala Adat di Kecamatan Tanah Siang 






sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bersama dan melakukan  
pemberdayaan  masyarakat  hukum  adat  melalui sosialisasi dan 
penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
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